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Abstract: The idea of wali has a meaning that varies from one scientific discipline to 
another. What is meant in the terminology of the fuqoha (disciplines of jurisprudence) is 
clearly not the same as the description understood by the Sufis (disciplines of Sufism). 
This article is intended to trace the use of the term wali in the perspective of Muslim 
Philosophers (disciplines of philosophy). 
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Abstrak: Konsep wali menyimpan pemaknaan yang berbeda-beda dari satu ke lain 
disiplin keilmuan. Apa yang dimaksud dengan gagasan wali dalam peristilahan para 
fuqoha (disiplin ilmu fiqh) jelas tidak sama dengan deskripsi yang dimengerti oleh para 
sufi (disiplin ilmu tasawuf). Artikel ini dimaksudkan untuk melacak jejak-jejak 
pengaplikasian terminologi wali dalam perspektif para filsuf muslim (disiplin ilmu 
filsafat).  
Kata Kunci: Wali, Filsafat, Tafsir Falsafi 
 
PENDAHULUAN 
Barangkali tidak akan terlalu berlebihan kalau 
dikatakan bahwa diksi wali (atau bentuk 
pluralnya: Awliya'), hanya dikenal dalam 
khazanah kebudayaan Islam.  
Kecuali sedang mendiskusikan perihal 
Islam, seperti lazim dikerjakan oleh orang-orang 
yang biasa disebut sebagai Orientalis, pemunculan 
konsep wali tak pernah terbayangkan terjadi pada 
alam pikiran Barat. Tak tergambarkan, 
umpamanya, seorang Noam Chomsky, tiba-tiba 
menceletukkan gagasan wali di tengah kritik-
kritiknya atas free market capitalism. Atau Slavoj 
Zizek mendadak meneriakkan ide profetis  Awliya' 
dalam serial buku Marx Reloaded.  
Meski pertukaran pemikiran bukanlah 
sebuah kemustahilan, yang karena itu kemudian 
dimungkinkan adanya padanan bagi suatu gagasan 
dalam dua praksis kebudayaan atau lebih, konsep 
wali --sebagai gagasan yang unik dan yang belum 
disepadankan dengan gagasan lain apapun-- sejak 
semula inheren dalam Islam. Kenapa? Sebab 
gagasan tersebut dipetik dari korpus-korpus kaum 
muslimin, terutama dari al-Quran dan al-Hadits. 
Karena itulah, dalam pembahasan fiqh 
munakahat (hukum Islam tentang pernikahan), 
kita bertemu dengan istilah wali, merujuk pada 
sosok yang diberi kuasa untuk menikahkan 
seorang perempuan. Dalam fiqh siyasah (hukum 
Islam tentang politik), terdapat juga istilah wali, 
atau lebih tepatnya waliyul amri (penguasa). Atau, 
istilah yang sudah akrab di telinga, yakni 
waliyullah, yang lazim menjadi salah satu tema 
dalam diskursus mistisisme Islam (tasawuf).  
Maka, sebagai problem filsafat, 
membincang konsep Wali berarti tidak akan 
pernah melampaui wilayah pemikiran filsuf 
muslim. Begitupun, sejauh bahwa konsep wali 
mula-mula diturunkan dari sumber-sumber 
transendental (bil khusus al-Quran), ia pun 
semestinya diperlakukan sebagai obyek tafsir.  
Dengan kata lain, sebuah diskusi yang 
melibatkan tiga kata kunci, yakni "awliya dan al-
Quran dan filsafat", seharusnyalah tidak 
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mengalpakan diri dari pembahasan tafsir yang 
beraroma filsafat, alias tafsir yang kefilsafat-
filsafatan. Dalam redaksi yang agak dramatis, kita 
sedang menginjakkan kaki di area Tafsir Falsafi. 
 
TAFSIR FALSAFI:  
SEBUAH PROBLEM 
 Kalau ada yang harus dicurigai dalam 
sebuah proyek tafsir kitab suci, itu adalah tafsir 
dengan kepala telanjang. Nabi diberitakan 
bersabda: 
 
 ملع ريغب نأرقلا يف لاق نم نم هدعقم أوبتيلف
ارانل 
“Barangsiapa berbicara tentang al-Qur’an 
dengan tanpa ilmu, maka siapkan tempat 
duduknya di neraka.” 
  
Atau sabda Nabi: 
 
 يف لاق نموا نم هدعقم أوبتيلف هيأرب نآرقل
ارانل 
"Barang siapa berbicara tentang Al-Quran dengan 
pendapatnya sendiri, maka siapkan tempat 
duduknya di neraka." (Al-Tirmidzi: 1998, 48-49) 
 
Penafsiran dengan otak kosong ini bisa 
muncul dalam banyak bentuk; baik seseorang 
betul-betul serius hendak menafsirkan Al-Qur’an 
atau sekedar berorasi dengan mengutip ayat Al-
Qur’an. Pada prinsipnya, seperti dikatakan Ibn 
Atsir, ancaman dalam hadits di atas ditujukan 
kepada siapa saja yang hendak membenarkan 
pendapatnya sendiri dengan mengatasnamakan 
Al-Qur’an, baik ia memiliki tujuan yang 
benar/bagus atau apalagi ia sejak awal punya 
maksud buruk menjustifikasi pendapatnya yang 
jelas-jelas keliru.    
 
 ىلإ ردابا طابنتسا مهف درجمب يناعملا ةيبرعل
 رسف نم ةرمز يف لخدو هطلغ رثكال نآرق
ملع ريغب 
“(Orang yang) tergesa mengeluarkan pemaknaan 
(Al-Quran), dengan hanya sekedar memahami 
bahasa arab, bakal banyak keliru dan masuk dalam 
kelompok penafsir Al-Qur’an dengan tanpa ilmu.” 
(Al-Munawi: 1356 H, 190)  
 
Satu-satunya solusi menghindari ancaman 
tersebut di atas adalah dengan berilmu (‘ilm). Dan 
salah satu cara untuk memperoleh  ‘ilm dalam 
perkara penafsiran al-Qur’an adalah dengan cara 
mengutip pemahaman dan atau penafsiran dari 
sumber-sumber terdahulu (dari Qur’an sendiri, 
atau dari sunnah Nabi, atau dari pendapat 
Sahabat). Inilah yang disebut dengan tafsir bi al-
ma’tsur.1  
Dari sini kemudian Tafsir bi al-Ma’tsur 
dibedakan dari tafsir bi al-ra’y.2  
Mesti dipahami bahwa tafsir bi al-ra’y yang 
dimaksud di sini tidak bisa direduksi atau 
disepadankan dengan penafsiran dengan kepala 
kosong, sebatas ra’y yang tanpa 'ilm, yang 
diancam dengan neraka, seperti disinggung 
sebelumnya. Ini karena yang disebut sebagai tafsir 
bi al-ra'y adalah semata-mata tafsir yang bukan 
tafsir bi al-ma’tsur.  
Bisa dikata, semua pemahaman atas al-
Quran yang bukan dari Nabi atau sahabat pastilah 
tafsir bi al-ra'y. Itu berarti upaya penafsiran 
(ijtihad) dari para ulama yang datang belakangan, 
yang hidup setelah masa sahabat, secara garis 
besar bisa dikelompokkan ke dalam madzhab 
tafsir bi al-ra'y. (Diksi al-ra'y yang dimaksud di 
sini setara dengan istilah ijtihad, yang secara 
otomatis menafikan pola penafsiran yang 
gampangan. Lihat, Al-Zarqani, ibid, Hlm. 49) 
Tinggal lagi dasar dan metode penafsirannyalah 
yang membuat sebuah tafsir itu dipuji (mahmud) 
atau dicela (madzmum).  
Untuk mengetahui apakah suatu tafsir itu 
dipuji atau dicela, Al-Zarqani menunjukkan 
parameter yang sederhana: 
 
“Apabila sebuah ijtihad tafsir bersandar pada apa-
apa yang ma’tsur, itulah ijtihad yang terpuji. Di 
luar itu, jelas tercela.” (Al-Zarqani: Tanpa Tahun, 
11)  
 
                                                          
1
 Definisi Tafsir bi al-Ma’tsur sebagai “penaf-
siran Al-Qur’an oleh Al-Qur’an (sendiri), Sunnah Nabi, 
dan perkataan para Sahabat” (Al-Zarqani: Tanpa 
Tahun, 12). 
2
 Mengutip pendapat beberapa ahli ‘Ulum al-
Qur’an, Al-Zarqani secara garis besar mengkategorikan 
tafsir al-Quran menjadi tiga; (1) Tafsir bi al-Riwayah 
(Tafsir bi al-Ma’tsur), (2) Tafsir bi al-Dirayah (Tafsir 
bi al-Ra’y); (3) Tafsir bi al-Isyarah (Tafsir al-Isyari). ” 
(Al-Zarqani: Tanpa Tahun, 11). 
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Prakteknya, tafsir bi al-ra’y hadir dengan 
variasi yang beragam, yang tak bisa tidak 
berkorespondensi dengan kecenderungan dan atau 
ideologi sang mufassir. Itulah mengapa, tafsir bi 
al-ra’y yang mahmud adalah juga yang secara 
ideologis disandarkan pada apa yang ma’tsur. 
“Kedangkalan di bidang bahasa, juga  kedunguan 
dalam hal aturan-aturan dasar syariat,” kata al-
Zarqani, “akan menggiring pada pemahaman yang 
rusak (al-madzahib al-fasidah).”  
Al-Thabari, karenanya, menegaskan 
keabsahan i’tiqad dari seorang mufassir sebagai 
syarat yang pertama-tama agar sebuah proyek 
tafsir dianggap absah. “Orang yang telah 
mengotori agamanya, tidak bisa lagi dipercaya 
dalam soal-soal duniawi, apalagi dalam soal-soal 
keagamaan,” demikian al-Thabari.  
Di sini, kita kemudian bertanya tentang 
nasib tafsir falsafi. 
Yang dimaksud tafsir falsafi adalah upaya 
penafsiran al-Quran yang dilakukan oleh kalangan 
filsuf (falasifah). Model tafsir semacam ini 
dimungkinkan semenjak kaum muslimin, di 
bawah rezim Abbasiyah, berduyun-duyun 
menerjemahkan dan selanjutnya terpukau kepada 
teks-teks filsafat Yunani, India, Persia, dan 
sebagainya. (Al-Dzahabi: Tanpa Tahun, 308)  
Pendeknya, para filsuf ini sudah menjadi 
filsuf terlebih dulu sebelum kemudian menjamah 
bidang tafsir. Karenanya, proyek tafsir yang 
mereka lakukan memiliki tujuan utama berupa 
pengintegrasian antara agama dan filsafat,  melalui 
--menurut al-Dzahabi-- dua jalan; (1) penyesuaian; 
dan (2) penundukan. 
Amat terang benderang, tafsir jenis ini akan 
berbenturan dengan pola tafsir mainstream, yang 
batas-batasnya sudah dibahas sebelum ini. 
Memang pada masa keemasannya, banyak orang 
terlibat di bidang filsafat, tapi tak sebanyak yang 
menolak. Pendekar Sunni, Imam Al-Ghazali, 
konon menulis banyak bantahan terhadap para 
filsuf itu sekedar untuk menunjukkan bahwa tidak 
semua orang sepakat dengan mereka. (Al-
Dzahabi: Tanpa Tahun, 309) 
Untungnya, atau celakanya (?), literatur 
tafsir falsafi tidak banyak beredar. Sekurang-
kurangnya, belum pernah ditemukan sebuah buku 
yang secara utuh mengetengahkan tafsir Al-Quran 
dengan jalur kefilsafatan. Paling jauh, para filsuf 
itu mengutip ayat-ayat Al-Quran di dalam karya-
karya filsafat mereka, dan kemudian 
menggunakannya sebagai justifikasi bagi 
pemikiran-pemikiran mereka. Dus, para filsuf ini 
tidak pernah mengarang kitab tafsir, tetapi 
menggubah buku filsafat, sembari pada beberapa 
kesempatan membubuhinya dengan ayat-ayat Al-
Quran. 
Dengan demikian, kita bisa berkata bahwa 
tidak semua “gagasan” yang diusung oleh al-
Quran akan ditemukan pembahasannya oleh para 
ahli filsafat Islam. Tetapi apa boleh buat, dengan 
memperhatikan kenyataan-kenyataan yang 
terdapat pada tafsir falsafi inilah, mulai dari status 
keabsahannya sampai pada kelangkaannya, kita 
berupaya memahami konsep tertentu dalam al-
Quran, termasuk konsep Wali. 
 
MELACAK JEJAK WALI 
Pada mulanya bukanlah wali, tetapi zahid. Yakni 
orang yang menjalani laku zuhd.  
Zuhd merupakan ajaran Islam yang bahkan 
sudah dipraktekkan sejak zaman Nabi. Waktu itu, 
konon, terdapat sejumlah sahabat yang disebut-
sebut sebagai “mengikuti Nabi dalam hal 
memerangi hawa nafsu dan mendekatkan diri 
kepada Allah, dan Nabi merestui mereka” (Al-
Mudarisi: 1996, 142). Mereka yang dalam 
beberapa literatur juga disebut sebagai ashabus 
shuffah itulah para pendahulu kelompok zahidin. 
Konsep zuhd menjadi amat populer di 
bawah nama Al-Hasan Al-Bashri. Ini berkaitan 
dengan sikap politik sang Imam yang memilih 
untuk a-politik. Di tengah kekacauan politik di 
masa hidupnya, di antara kezhaliman penguasa 
yang merajalela (terutama di bawah komando 
gubernur Al-Hajjaj di bawah Panji dinasti 
Umayyah), sosok yang disegani sebagai 'alim itu 
menyeru pengikutnya untuk “melawan” dengan 
cara, “mencegah diri dari perlawanan dan atau 
pemberontakan; menentang kezhaliman dengan 
ketenangan dan tadharru’ (rendah hati).” (Al-
Mudarisi: 1996, 145)  
Begitulah, hidup dikepung oleh masyarakat 
yang serba berebut benda, sikap menjauh dari 
hiruk pikuk duniawi ini berikutnya dianggap 
sebagai sikap mulia, yang hanya mampu 
dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Sejauh 
itu, para penempuh “jalan suci”, dan karenanya 
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dianggap sebagai “orang suci”, tersebut hanya 
dikenal dengan panggilan zahid.  
Sampai pada beberapa abad berikutnya, 
terjadi pergantian pemerintahan dan kebijakan. 
Kaum muslimin pun bersinggungan dengan 
pelbagai bentuk kebudayaan dan pemikiran yang 
tidak dikenal sebelumnya dalam khazanah Islam. 
Akibat shock culture, umat kemudian terbelah 
menjadi dua kelompok besar; menerima atau 
menentang apa yang disebut sebagai kebudayaan 
para penyembah berhala (watsaniyyin). Terjadilah 
semacam perang pemikiran (al-ghazw al-fikri). 
(Ghani: 1999, 43) 
Pertarungan pemikiran yang sengit seperti 
itu akan tetapi memiliki wajahnya yang lain, yang 
tidak melulu berdarah-darah. Di antara jejak 
(atsar) positif yang diterima oleh peradaban Arab 
Islam dari perdebatan-perdebatan tersebut adalah 
pendisiplinan wacana ilmiah dan pembukuan 
berdasarkan pada disiplin keilmuan yang berbeda-
beda. Pada momen-momen ini juga terjadi 
perkembangan konsep-konsep keagamaan, seperti 
bahwa banyak konsep dalam disiplin ilmu Kalam 
diturunkan dari tradisi filsafat Yunani. (Ghani: 
1999, 42)   
Dengan demikian, kelahiran konsep atau 
istilah yang sama sekali baru pada zamannya itu 
hendaknya dipahami sebagai efek dari proses 
perdebatan, selain juga asimilasi, antara 
kebudayaan Islam dan kebudayaan asing yang 
ditemuinya pada masa-masa perluasan kekuasaan. 
Istilah zahid sendiri, merujuk pada makna “orang 
suci”, menjadi kian tidak populer, digantikan 
dengan istilah shufi atau kelak juga wali.3 (Al-
Mudarisi: 1996, 142)  
Di lain sisi, perjumpaan dengan segala yang 
baru juga memerlukan sikap keagamaan khusus. 
Dalam disiplin Ushul Fiqh, misalnya, dikenal 
istilah qiyas; yakni mempersamakan hukum 
sesuatu yang tak ditemukan di dalam teks 
keagamaan dengan sesuatu yang disebut di dalam 
teks karena adanya kesesuaian 'illat (alasan) 
hukum. Dalam praktik kebudayaan pada waktu 
itu, kebutuhan seperti ini disikapi dengan menarik 
teks keagamaan sebagai argumentasi (istidlal). 
Abdurrahnan As-Sulami adalah orang pertama 
                                                          
3
 Konsep shufi sendiri baru muncul pada abad 
ke-2 hijrah. 
yang menfungsikan teks-teks hadits sebagai 
justifikasi bagi berbagai konsep dalam disiplin 
filsafat. (Ghani: 1999, 45)  
Maka kemudian, untuk mendeskripsikan 
kategori “orang suci” sebagai wali, para 
penyokong mistisisme Islam menemukan 
justifikasi dalam, di antaranya:  
Sebuah hadits, bahwa Nabi bersabda: 
“Di antara hamba-hamba Allah, terdapat 
sekumpulan  orang yang bukan Nabi dan juga 
bukan Syuhada’, tetapi derajatnya setara dengan 
Nabi dan Syuhada’ kelak di akhirat.” Seseorang 
bertanya: “Siapakah mereka dan apa saja amal 
mereka!?” Nabi menjawab: “Orang-orang yang 
saling berkasih-kasihan karena Allah, tanpa ada 
hubungan sanak yang mengantarai mereka, tanpa 
harta yang menghubungkan mereka. Demi Allah, 
wajah mereka bercahaya, di tempat yang dipenuhi 
cahaya. Mereka tidak merasakan takut saat banyak 
orang ketakutan. Mereka juga tidak bersedih 
ketika banyak orang ditimpa kesedihan.” Lalu 
Nabi mengutip ayat: 
 
 مه لاو مهيلع فوخ لا الله ءايلوأ نإ لاأ
نونزحي 
“Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah tiada rasa 
takut, dan tidaklah mereka bersedih hati.” (Al-
Ashfihani: 1996, 5)  
 
“Orang suci”, dengan makna yang baru ini, 
juga diandaikan memiliki kemampuan adi-
manusiawi (khawariq al-'adat). Pendeknya, buah 
dari kedekatan pada Tuhan (lihat, ini adalah 
makna dari istilah zahid pada mulanya) adalah 
perlindungan dan atau pertolongan dari Tuhan.  
Pertolongan Tuhan tersebut acapkali 
muncul dalam bentuk yang berkebalikan dari 
kebiasaan, seperti bahwa seseorang mampu 
berjalan jauh dengan hanya satu langkah (thayy al-
ardh), meringkas waktu (thayy al-waqt), dan lain-
lain. Kalau tidak benar-benar terjadi, apa yang 
lazim disebut karamah itu mustahil muncul dalam 
banyak riwayat. Al-Nabhani bahkan 
mengumpulkan riwayat-riwayat tentang karamah 
ini dalam satu judul khusus, jami’ karamat al-
awliya’, kitab tentang karamah para wali sejak 
zaman sahabat sampai kitab itu sendiri digubah. 
Tentu saja, orang seperti Al-Nabhani tidak 
mengada-ada. Setidaknya, ia dan kita semua dapat 
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menemukan justifikasi pemaknaan seperti ini pada 
teks-teks keagamaan yang primer. Dalam al-
Quran, misalnya, ditemukan banyak contoh 
karamah, seperti yang terjadi pada Maryam atau 
pada Ashab al-Kahfi. Mufassir agung, Al-Imam 
Al-Razi, disebut-sebut telah membuktikan 
kesahihan argumentasi ihwal karamah ini dalam 
kitab tafsirnya. (Al-Nabhani: 2001, 16) 
Demikianlah, konsep zahid mengalami 
perluasan makna dalam konsep wali. Zahid 
sebagai orang yang dekat dengan Allah (dengan 
cara meninggalkan pola hidup yang serba 
duniawiyah), pada akhirnya memperoleh 
pertolongan (tawalla) dari Allah, dan karena itu 
menjadi wali Allah (Al-Nabhani: 2001, 14). 
Belakangan, konsep zahid, shufi, wali, kadang 
juga ditambah insan kamil, atau dalam tradisi 
kristen Barat dikenal istilah saint atau santo, 
sudah sedemikian kabur batas-batas makna dan 
penggunaannya. Tapi, satu hal, kesemua istilah 
tersebut hendak menjelaskan satu gagasan: “orang 
suci”. 
 
WALI FILSUF 
Sejauh ini, kita sudah mengetahui konsep wali 
beserta penggunaannya di kalangan kaum mistik 
(sufi). Pembahasan tersebut penting karena kedua 
disiplin, disiplin tasawuf dan filsafat, memiliki 
kaitan yang sangat erat. Bahkan bisa dikatakan, 
diskursus tasawuf dapat berkembang menjadi 
sedemikian kompleks oleh karena pengaruh 
filsafat. Amat menarik mengikuti komentar dari 
Abdul Hakim Ghani: 
 
“Sebagaimana zuhd  telah menjadi pintu masuk 
pertama bagi tasawuf, dan karena itu ia tumbuh di 
bawah naungan Kitab dan Sunnah, selanjutnya 
tasawuf kian berkembang akibat dua pengaruh 
yang sama besar, yakni pengaruh sosial dan 
pengaruh kebudayaan, yang di dalamnya terdapat 
peran filsafat dan rasionalitas.” (Ghani: 1999, 46) 
 
Pada perkembangannya, tasawuf dan 
filsafat saling berpilin dan berjalin kelindan, 
sehingga meski tetap bertahan di atas garisnya 
masing-masing, dengan daya ucapnya masing-
masing, keduanya secara umum akan sulit 
dibedakan. Teori wahdat al-wujud Ibn ‘Arabi, 
yang oleh khalayak lazim dikelompokkan ke 
dalam barisan shufi, misalnya, tidak akan pernah 
jelas digali dari mana; apakah dari ajaran agama 
Islam,  diilhami oleh pemikiran-pemikiran filsafat, 
ataukah justru gabungan dari keduanya? Kalau 
betul gagasan Ibn Arabi dipengaruhi oleh filsafat, 
apakah ia boleh disebut filsuf? “Iya, Ibnu ‘Arabi 
memang bukan sufi, atau ulama, tetapi filsuf,” itu 
adalah jawaban dari para penentangnya (Ghani: 
1999, 46). Tetapi apakah para filsuf juga 
mengakui Ibn ‘Arabi sebagai kawanan mereka? 
Sebaliknya, filsafat –maksudnya tentu 
filsafat Islam—tidak selalu bicara soal akal dan 
atau rasionalisme, sejauh apabila akal itu kita 
pahami sebagai suatu tujuan yang material dan 
bukan ruhaniah. Para filsuf juga membicarakan 
persoalan ketuhanan, dan terutama bagaimana 
cara untuk “bersatu” dengan-Nya. Ini seperti 
disinyalir oleh Ibrahim Bayumi: 
 
“Aliran-aliran filsafat, klasik maupun modern, 
tidak akan pernah jauh dari jejak-jejak sufisme. 
Bahkan Aristoteles, yang terkenal sebagai 
dedengkotnya rasionalisme, juga mengembangkan 
kajian yang berkaitan dengan intuisi dan ilham. Ia 
bahkan telah menghasilkan kajian moral (akhlaq) 
bertumpu pada rasionalisme, yang disebutnya 
sebagai jalur tertinggi untuk memperoleh 
pengetahuan seperti musyahadah-nya kaum sufi.” 
(Mahmud: 1966, 421-422) 
 
Dengan demikian, terdapat satu atau 
beberapa bagian dalam filsafat, yang juga 
merupakan bagian dari sufisme, begitupun 
sebaliknya. Yang menjadi pembeda hanya mode 
pengucapan –yang berarti juga cara berpikir, atau 
boleh disebut daftar peristilahan, dan tentu saja 
metode yang dipakai oleh keduanya. Untuk yang 
terakhir, akan dibahas kemudian. 
Dari sini menjadi jelas, konsep wali tidak 
akan pernah menjadi pembicaraan pokok dalam 
dunia filsafat, sebagaimana hal yang berkebalikan 
berlaku pada disiplin tasawuf. Akan tetapi, tidak 
pernah dibahas bukan berarti tidak pernah 
sekalipun dikaji, sebab bisa saja konsep yang 
serupa ternyata mengemuka dalam bentuk yang 
berbeda.  
Seperti kita semua tahu, diksi philosophia 
pada mulanya dipetik dari Yunani. Setelah 
kemudian diperkenalkan di dunia arab islam, kata 
tersebut diserap sedemikian rupa dengan sedikit 
perubahan bunyi menjadi falsafah, yang bermakna 
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ةمكحلل راثيلإا  (pencarian/perburuan kebijaksanaan) 
atau ةمكحلل ةبحملا (cinta kebijaksanaan) (Mahmud: 
1989, 164). Orang yang mempraktekkan falsafah 
disebut failasuf atau filsuf (pemburu/pecinta 
kebijaksanaan). (Hilmi: 2005, 25-26)  
Jadi, yang sesungguhnya dikejar oleh filsuf 
adalah hikmah. Dan konsep orang suci, yang 
menjadi dambaan bagi para filsuf, disebut dengan 
istilah hakim, sebagaimana para sufi lebih 
mengerti konsep wali. Dalam satu risalahnya, 
Aqsam al-‘Ulum al-‘Aqliyyah, Ibnu Sina 
menegaskan: 
 
“Hikmah adalah tujuan puncak. Yaitu mengelola 
penalaran sehingga darinya manusia dapat 
merengkuh seluruh realitas ke dalam dirinya, juga 
mampu mencapai ‘pencipta’ realitas (wajibul 
wujud). Dengan ini, manusia meraih kemuliaan 
dan menjadi sosok cerdik cendikia, yang menjauhi 
kehidupan dunia, dan mencapai kebahagiaan 
akhirat.” (‘Ashi: 1983, 37) 
 
Karena itulah tidak terlalu berlebihan 
apabila, untuk menegaskan eksistensinya, para 
filsuf lebih suka mengutip ayat atau hadits yang 
mengandung lema hikmah, berikut derivasinya. 
Beberapa ayat yang kerap dikutip di antaranya: 
 
 دقف ةمكحلا تؤي نمو ءاشي نم ةمكحلا يتؤي
اريثك اريخ يتوأ 
“Allah menganugerahkan hikmah kepada orang 
yang Dia kehendaki. Barang siapa dianugerahi 
hikmah oleh Allah, maka sungguh ia telah 
memperoleh banyak kebajikan.” 
 
Atau, ayat yang berkaitan dengan Nabi 
Daud: 
 
ةمكحلاو كلملا الله هاتأو 
“Dan Allah telah menganugerahkan kepadanya 
kekuasaan (kerajaan) dan hikmah.” 
 
Pada umumnya, kata hikmah di dalam Al-
Quran ditafsirkan dengan “kenabian”. Kalau 
kemudian Nabi Daud beroleh kerajaan, seperti 
tampak dalam ayat di atas, kata hikmah yang 
mengikutinya pastilah bermakna “Nabi”. Dan 
betul, Daud adalah seorang raja dan nabi 
sekaligus. Ini adalah tafsir mainstream yang 
dipromotori oleh Ibn 'Abbas, dan selanjutnya 
diikuti oleh banyak Mufassir, di antaranya al-
Suddy. (Mahmud: 1989, 167)  
Para filsuf menawarkan pemaknaan lain. 
Bagi mereka, hikmah yang tercantum dalam teks-
teks agama Islam seluruhnya setara dengan shopia 
yang mereka adopsi dari Yunani. Kalaupun ada 
orang yang dikarunia hikmah oleh Tuhan, itu 
sudah pasti para hakim, yang juga berarti para 
filsuf.  
Perlu digarisbawahi bahwa konsep Nabi 
dalam pemikiran filsafat Islam merupakan 
subordinasi dari konsep hakim. Setiap Nabi 
pastilah seorang hakim, tetapi tidak setiap hakim 
juga seorang Nabi. Bagi mereka, Nabi selalu 
bicara dengan bahasa perlambang kepada orang 
awam; bahasa yang bisa dipahami oleh khalayak. 
Hanya orang-orang khusus saja, yakni sesama 
hakim, yang secara eksklusif mampu memahami 
makna terdalam dan paling tepat dari risalah 
kenabian (Al-Dzahabi: Tanpa Tahun, 313). Di 
posisi inilah para filsuf menegaskan diri, yakni 
sebagai orang khusus; sebagai “orang suci”. 
Mereka mungkin tak perlu menjadi Nabi, tapi 
cukup menjadi hakim. 
 Pada umumnya, para filsuf membagi 
hikmah dalam dua kategori: (1) Hikmah 
Nazhariyah, atau filsafat teoritis, yakni hikmah 
yang berkaitan dengan perkara-perkara yang 
hanya patut untuk diketahui, bukan diamalkan; (2) 
Hikmah 'Amaliyyah, atau filsafat praktis, yakni 
hikmah yang berkaitan dengan perkara-perkara 
yang perlu diketahui, tetapi juga mesti diamalkan. 
Kedua kategori hikmah ini memiliki banyak 
cabang seperti teologi, etika, politik, fisika, 
metafisika, matematika, logika, dan lain-lain. 
(Mahmud: 1989, 164-165)  
Menurut Abdul Halim Mahmud, pembagian 
hikmah seperti termaktub di atas hanya mungkin 
secara teori, sebab kenyataannya tidak semua 
filsuf menguasai dan memiliki konsern pada 
seluruh percabangan filsafat. Bahkan Sokrates, 
nenek moyang para filsuf, hanya membatasi diri 
pada persoalan-persoalan etika dan metafisika 
belaka. Sementara muridnya, Plato, kebanyakan 
hanya membahas soal-soal moral. 
Itu berarti, masih menurut Abdul Halim 
Mahmud, hikmah tidak serumit dan se-njlimet 
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seperti yang dibayangkan. “Al-Kindi,” kata Abdul 
Halim, “dikenal sebagai dokter, arsitek, astronom, 
matematikawan, dan filsuf. Status Al-Kindi 
sebagai filsuf disebut tersendiri, tidak 
dihubungkan dengan matematika, astronomi, 
arsitektur, dan lain-lain. Jadi, tentu yang dimaksud 
dengan kata filsuf dalam predikat-predikat itu 
secara spesifik merujuk pada disiplin moral dan 
ketuhanan” (Mahmud: 1989, 164-169). Mengikuti 
pola pikir Abdul Halim Mahmud, seorang hakim 
bisa disebut sebagai hakim bukan karena ia ahli 
fisika, matematika, atau cabang-cabang filsafat 
yang lain. Akan tetapi, hikmah yang dimaksud di 
sini, yang kedudukannya diburu oleh para filsuf 
itu, adalah spesifik dalam soal ketuhanan dan 
prinsip-prinsip etika. Kedua hal ini tidak pernah 
absen dari pembahasan para filsuf, sementara 
cabang-cabang yang lain hanya dikaji sesekali. 
Apa yang dikejar dari hikmah, dengan demikian, 
dalam bahasa yang agamis, adalah ma’rifatullah 
dan tata perbuatan baik. Atau, dalam redaksi yang 
lebih mengena, “ma’rifatullah, yang di dalamnya 
terkandung pengetahuan tentang perbuatan baik 
dan buruk.” (Mahmud: 1989, 168) 
Dari sini dapat kita lihat, sejauh mana 
kesesuaian konsep hakim para filsuf dengan 
konsep wali pada golongan sufi, dari sisi arah dan 
tujuan. Bahwa tujuan utama dari para filsuf adalah 
Tuhan, yang untuknya hanya mungkin dicapai 
melalui pengetahuan ihwal baik dan buruk (etika). 
Apa itu ma’rifatullah!? Bagaimana cara 
mencapai-Nya!? Apakah pengetahuan sedahsyat 
itu hanya mungkin dicapai melalui tindak 
penalaran akal belaka!? 
Persis di titik inilah banyak orang gagal 
memahami filsafat. Filsafat dibayangkan sebagai 
semata-mata penalaran rasional. Lalu dari sini 
muncul kecurigaan, jangan-jangan apa yang 
diungkit-ungkit sebagai ma’rifatullah oleh para 
filsuf itu sekedar proyeksi penalaran saja!? 
Khayalan akal belaka!? 
Imam Al-Ghazali, yang juga merupakan 
salah satu pemuka sufisme, pernah menggugat hal 
ini. Sang Imam menyindir, “tidak diragukan 
bahwa penalaran para filsuf itu mengandung 
kecenderungan sufistik. Hanya, pemikiran mereka 
dibangun di atas dasar teori ketersambungan 
(ittishal) akal manusia dengan 'aql fa’al.” 
(Mahmud: 1966, 421)  
Kritik atas filsafat semacam itu sebetulnya 
dapat dipahami. Bahwa, menurut banyak orang, 
terutama para sufi, para filsuf sudah gagal sejak 
pada metode. Akan tetapi, yang tak banyak 
disadari dan atau banyak dilupakan, adalah 
kenyataan betapa filsafat bukan semata-mata 
penalaran teoritis (nazhariyah), tetapi juga praktek 
etis ('Amaliyyah).  
Betul, Ibnu Sina suatu kali menyebut, 
“Jalan paling sempurna menuju pengetahuan 
ketuhanan adalah melalui daya penalaran akal, 
dengan pembuktian.” Akan tetapi di sisi lain, 
seperti diketengahkannya dalam al-Isyarat, Ibnu 
Sina juga menyinggung pola metode yang lain, 
“Ketika seseorang sudah berada dalam tahap 
tertentu dalam riyadhah-nya, ia akan merasakan 
pancaran cahaya dari sang Maha Benar (nur Al-
Haq).” (Dikutip dari Abdul Halim Mahmud, Hlm. 
169-170) 
Yang dimaksud riyadhah oleh Ibn Sina di 
sini adalah pelatihan jiwa, seperti yang juga 
menjadi terma lazim dalam diskursus sufisme. 
Dalam hal ini, apakah Ibnu Sina sendirian saja, 
sementara filsuf-filsuf lain tidak berpikir sejauh 
itu!? Abdul Halim Mahmud membuktikan bahwa 
konsep riyadhah, pelatihan jiwa, sebelumnya juga 
sudah disinggung Al-Farabi, dan Ibnu Thufail --
yang hidup pasca Ibnu Sina-- kelak juga 
membahasnya (Mahmud: 1989, 170). Riyadhah 
inilah yang dimaksudkan oleh Syaikh Al-Isyraq, 
Shihabuddin Suhrawardi Al-Maqtul, saat 
mengemukakan: 
 
 كلت نم برقا قيرط و رخأ قايس اذهو
 يف اعابتا لقأ و طبضأ و مظنأ و ةقيرطلا
 ناك لب ،ركفلاب لاوا يل نكي مل و ،ليصحتلا
رخأ رمأب هلوصح 
“Ada pola lain dan jalan yang lebih dekat daripada 
jalan yang itu (penalaran teoritis). Jalan yang lebih 
runtut, lebih kukuh, dan lebih sedikit yang 
mengikutinya. (Pengetahuan ketuhanan) itu tidak 
aku peroleh pertama-tama dengan penalaran, 
tetapi dengan cara lain.” (Suhrawardi: 1993, 10)  
 
Dari sudut ini, mengikuti Syahrazuri (murid 
dari Suhrawardi), hikmah kemudian dapat 
dibedakan menjadi dua kelompok: (1) Bahtsiyah 
Nazhariyah, penalaran teoritis, yang berkaitan erat 
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dengan akal, dan (2) Dzauqiyah Kasyfiyah, 
ketersingkapan batin, yang berhubungan dengan 
hati. (Suhrawardi: 1993, 5)  
Dengan penalaran teoritis (Bahtsiyah 
Nazhariyah), melalui pembuktian akal, Allah bisa 
dikenal sebagai pencipta segala sesuatu. Dalam 
istilah Ahli Kalam, Allah didefinisikan sebagai al-
Qadim, atau al-Mubdi’. Oleh para filsuf teoritis, 
Allah kerap diistilahkan sebagai sebab pertama 
(prima causa). Tentu saja, dengan cara ini, Tuhan 
masih sekedar abstraksi akal. 
Sementara itu, melalui ketersingkapan batin 
(Dzauqiyah Kasyfiyah), Allah diketahui secara 
langsung (mubasyir) dalam peristiwa yang 
diistilahkan secara berbeda-beda oleh para filsuf. 
Suhrawardi menyebutnya mukasyafah bil hudhur, 
dan kita mengenal nazhariyat al-ittishal dalam 
pemikiran al-Farabi atau Ibnu Sina. Istilah kaum 
sufi lebih variatif lagi; ittihad (Bustami), hulul (al-
Hallaj), musyahadah (al-Ghazali), wahdat al-
wujud (Ibn 'Arabi), dan lain-lain.  
Kembali pada pembahasan mengenai wali. 
Seperti telah disinggung, jika dalam kajian 
tasawuf, orang suci yang telah sampai kepada 
Allah (wushul) diidentifikasi sebagai sufi atau 
wali, maka sosok dengan kualifikasi yang setara 
disebut sebagai hakim oleh para filsuf. Dan karena 
nyatanya hikmah bermakna ganda, teoritis dan 
praktis, maka Suhrawardi membuat jadwal 
tingkatan (martabat) para hakim: pertama, Hakim 
Ilahi, alias wali atau sufi murni, yang tidak 
menggeluti filsafat teoritis. Mereka di antaranya 
tokoh-tokoh sufi terkenal seperti Al-Busthami, Al-
Tustari, dan lain-lain. Kedua, Hakim Bahhats, atau 
filsuf murni, yang hanya berkutat dengan filsafat 
teoritis belaka, seperti Aristoteles dan para 
pengikutnya. Ketiga, Hakim Ilahi Bahhats, yang 
menggeluti hikmah nazhariyah dan 'amaliyah 
sekaligus. Mereka inilah yang, oleh Suhrawardi, 
disebut sebagai quthb (Drajat: 2005, 215). Dalam 
sufisme istilah ini memang sudah masyhur 
merujuk pada pemimpin para wali.  Di sini, kita 
bisa menyebutnya wali filsuf. 
Suhrawardi menganggap penting 
pembedaan seperti ini terutama karena martabat-
martabat tersebut berkait lekat dengan persoalan-
persoalan politik dan kepemimpinan. Kita tahu, 
sudah sejak permulaan, diskursus filsafat hampir 
tak bisa dilepaskan dari politik; yang merupakan 
bagian dari hikmah 'amaliyah; menyikapi 
kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk 
yang butuh kepada yang lain. Al-Farabi, misalnya, 
sampai menggubah literatur politis dengan judul 
ara’i ahl al-madinah dan atau al-madinah al-
fadhilah. Ia (Al-Farabi) beranggapan bahwa yang 
berhak untuk memegang tampuk kekuasaan dalam 
sebuah negara adalah mereka yang berakal 
sempurna; dengan kata lain filsuf. (Wafi: Tanpa 
Tahun, 60)  
Bagi Suhrawardi, tidak semua hakim pantas 
dipegangi (istawla) kekuasaan, sebagai waliy al-
amri. Yang paling layak adalah quthb, alias hakim 
ilahi bahhats alias wali sufi, sebagai figur manusia 
terkompleks. Kalau tidak ada, berarti martabat di 
bawahnya; hakim ilahi, baru kemudian hakim 
bahhats. Tetapi, pada setiap zaman pastilah ada 
wali filsuf yang memegang “kekuasaan”. Ini 
karena “kekuasaan” bukan semata-mata 
kekuasaan lahir, dalam bentuk negara dan 
turunannya. Hanya, ketika sebuah negara 
(kekuasaan lahir-kekuasaan politik) dipegang oleh 
seorang wali filsuf-lah zaman akan menjadi zaman 
yang bercahaya (nuuriyyah). (Suhrawardi: 1993, 
12)  
Barangkali, di sinilah letak perbedaan 
antara gagasan wali ala sufi, dengan wali filsuf ala 
filosof. Seperti pernah ditengarai dalam kasus Al-
Hasan Al-Basri, orang suci dalam pandangan sufi 
adalah ia yang menjauh dari hiruk pikuk dunia, 
termasuk di dalamnya soal ambisi politis. 
Sebaliknya, wali filsuf dianggap paling tepat justru 
ketika ia memegang tampuk kekuasaan duniawi. 
Apakah para filsuf juga mempersyaratkan 
agama untuk menduduki posisi politis tertinggi!? 
Tidak, sebab, seperti hal ini juga pernah 
disinggung, bagi para filsuf, agama (atau risalah 
kewahyuan dari para Nabi) adalah satu aspek saja 
dari hikmah. Dalam hal ini, Nabi hanya setara 
derajatnya dengan hakim ilahi alias wali biasa. 
Kedudukannya masih di bawah hakim ilahi 
bahhats; atau wali filsuf. Bukan Muhammad, tapi 
Plato (Yunani) atau Hermes (Mesir) atau 
Buzurmihr (Zoroastrian Persia), yang diangkatnya 
sebagai sampel dari hakim ilahi bahhats 
(Suhrawardi: 1993, 10-11).4  
                                                          
4 Karena pemikiran yang provokatif seperti 
inilah Suhrawardi kemudian dituduh murtad dan 
dihukum mati. Ia dianggap menghina Nabi, tetapi ada 
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Terakhir, apakah wali filsuf ala filsafat ini 
juga memiliki keistimewaan karamah seperti 
halnya wali sufi!? 
Sejauh menurut Suhrawardi, iya, mereka 
juga memiliki karamah. Suhrawardi sendiri kerap 
menampakkannya selama ia berdiam di Aleppo. Ia 
berkata: 
“Apa yang terjadi para Nabi, Wali, dan 
derajat sejenis mereka, berupa hal-hal gaib, 
terkadang muncul seperti cerita-cerita dalam 
legenda, atau sebagai seberkas suara yang nikmat 
didengar, atau rupa-rupa makhluk dari dunia lain, 
atau berwujud manusia yang tampan, dan 
seterusnya. Semua terjadi dalam alam gaib.” 
(Suhrawardi: 1993, 240)  
Tetapi, kalau kemudian pertanyaannya 
dibalik, seperti: apakah Plato --orang yang 
dinobatkan Suhrawardi sebagai Rais (pimpinan) 
para hakim-- juga memiliki karamah!? Jawabnya, 
Wallahu A’lam, belum pernah terdengar riwayat 
semacam itu. 
 
PENUTUP 
Konsep wali, sebagai satu bagian dari konsep 
keagamaan yang diturunkan dari teks-teks 
keagamaan (Qur'an dan Sunnah), mengalami 
pelbagai perkembangan seiring kian 
berkembangnya disiplin-disiplin ilmu 
pengetahuan, juga karena semakin ramainya 
perdebatan ideologis. Dalam hal filsafat Islam, 
konsep wali yang setara dengan konsep hakim, 
merupakan gagasan kompleks sehingga hampir 
menjangkau wilayah duniawi serta ukhrawi 
sekaligus, lepas dari ketidaksepakatan kita atas 
gagasan-gagasan tersebut; lepas dari seberapa 
jauh para filsuf melenceng dari pemahaman dan 
atau penafsiran mainstream atas teks-teks 
keagamaan. 
Taruhlah penafsiran para filsuf, tafsir 
falsafi, ini kita anggap menyimpang, lantas engapa 
tafsir seburuk itu masih perlu dikaji!? 
Setidaknya perlu dipertimbangkan dua 
alasan. Pertama, mempertegas demarkasi. 
Kegiatan seperti inilah sesungguhnya yang 
dilakukan oleh Al-Ghazali; mendalami “musuh” 
                                                                                          
juga yang mengaitkannya dengan kaum Syiah 
Qaramithah (pemberontak). Pandangannya tentang 
hakim yang lebih tinggi dari kedudukan Nabi ini seolah 
mengamini doktrin Syiah Rafidhah yang lebih 
mengunggulkan Ali daripada Muhammad. 
untuk kemudian merampas “senjata”-nya dan 
menghantam titik lemahnya.  
Mempelajari sesuatu yang dipastikan kerak 
neraka, tidak selalu mengantarkan seseorang 
terjerumus ke dalam neraka. Hanya yang 
melakukannya sajalah yang terkena tulah seperti 
itu. Maka, perlu dibedakan antara mempelajari 
tafsir, bi al-ra'y atau falsafi sekalipun, dengan 
mempraktekkannya; mempelajari Kristen dengan 
menerapkan kekristenan; mempelajari komunisme 
dengan menjadi komunis; dan lain-lain, dan 
seterusnya. 
Kedua, memetakan identitas. Dengan 
mengetahui seluk beluk keburukan, bukan saja 
membuat seseorang tahu bahwa sesuatu itu buruk, 
tetapi juga membuatnya mengerti betapa selama 
ini dia atau orang lain juga mengidap keburukan 
yang sama. Seberapa yakinkah pemikiran kita 
tidak disusupi oleh rasisme ala Ku Kluk Klan di 
Amerika, misalnya, tanpa mengenal KKK sama 
sekali!? Atau, kita barangkali tidak akan pernah 
berhenti meng-ghibah orang, tanpa betul-betul 
tahu apa sebenarnya hakikat keburukan bernama 
ghibah itu.  
Dengan demikian, mencermati ajaran Syiah 
juga perlu, sebab tanpa itu kita tak akan mampu 
mengenali siapa yang Syiah dan siapa yang bukan. 
Mereka juga mendaku diri, kalau bukan menyaru, 
sebagai Islam, bukan!? Begitu pula halnya dengan 
pemikiran-pemikiran sektarian lain macam 
Khawarij, Mu’tazilah, dan banyak lagi. Semua itu 
perlu diketahui karena mereka bukan semata-mata 
benda mati yang hidup di masa lalu, tetapi 
organisme gagasan yang setiap saat hadir 
menggerogoti akal sehat kita. 
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